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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 Ekonomi syariah, secara kelembagaan telah berkembang 

secara kuantitas di Indonesia dengan baik. Indonesia sebagai 

Negara hukum, telah sedemikian rupa menyediakan perangkat 

hukum sebagai intrumen pengaturannya. Selain didasarkan pada 

hukum positif, oprasional asuransi syariah, juga didasarkan pada 

hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah ini diwujukan 

dalam bentuk fatwa-fatwa DSN MUI sebagai pengatur 

oprasionalisasi asuransi syariah. Selanjutnya dilakukan penguatan 

DPS yang berwenang mengawasi pelaksannya dilapangan.
1
  

 Adapun lembaga asuransi, baik konvensional maupun syariah 

meningkat cukup signifikan. Hingga akhir juni 2013, terdaftar 139 

perusahaan asuransi dan reasuransi di Indonesia. Jumlah tersebut 

sudah termasuk perusahaan asuransi syariah full fledge sebanyak 5 

(lima) perusahaan. Asuransi sebagai lembaga keuangan yang 

popular di kalangan masyarakat masih di sedikit mendapat 

perhatian untuk di kaji menurut hukum Islam. kajian yang ada biasa 
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 Kuat ismanto, Asuransi Perspektif  Muqasid Asy-Syariah, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, Maret 2016), 245-246 
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nya membahas kehalalan dan kebolehan seseorang mengikuti 

asuransi semata. pendekatan yang sering kali digunakan oleh ulama 

adalah atomistik. 

 Salah satu fungsi dasar manajemen adalah control atau 

pengawasan yang berfungsi membantu memastikan apakah 

aktivitas yang digunakan sesuai dengan hasil yang digunakan selain 

itu fungsi ini juga dapat digunakan untuk memfasilitasi bagaimana 

melakukan perbaikan terhadap hal tersebut. Fungsi atau kegiatan 

manajemen adalah sebuah proses yang di lakukan untuk 

meyakinakan berjalan mengikuti rencana yang telah yang tetapkan 

dan menuju pada sasaran yang di harus di capai.
2
 

 Dalam stuktur organisasi lembaga keuangan Syariah terdapat 

dewan pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk memastikan 

bahwa praktek yang dijalankan lembaga keuangan syariah tidak 

menyalahi prinsip-prinsip Syariah, Dewan Pengawas Syariah 

merupakan profesi yang lahir dan besar dari tuntutan publik akan 

adanya suatu jaminan penerapan konsistensi dan loyalitas dalam 

syariat Islam.
3
 

                                                             
2
Acmad s.ruky sukses sebagai menjer profesional  tanpa gelar MM atau 

MBA,(gramedia pustaka utama), 213. 
3
 Eko Adi Widiyanto, “Peran Independensi Dewan Pengawas Syariah 

Terhadap Loyalitas Penerapan Syariat Islam”, dalam jurnal Akuntansi Politelnik 

Negeri Samarinda, Vol. 6 No 2 (Agustus 2010), 1580. 
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Kehadiran Dewan Pengawas syariah Nasional (DSN) yang 

merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah naungan Majlis 

Ulama Indonesia (MUI) sejak 1999 akhir-akhir ini mulai bergema 

secara nasional dan mewadahi seruluh kebutuhan lembaga 

keuangan syariah (LKS) terhadap bimbingan fatwa. DSN- MUI 

mempunyai tugas untuk mempublikasikan penerapan ekonomi 

Islam kepada masyarakat melalui fatwa-fatwa nya sebagai pedoman 

pelaksaan bagi para pelaku ekonomi Islam serta mengawasi 

produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan 

syariah Islam. 

Dalam pengembangan dan pengawasan ekonomi syariah 

tersebut, DSN-MUI bekerjasama dengan Bank Indonesia dan 

departemen keuangan sebagai lembaga yang memiliki otoritas 

dalam hal yang terkait dengan kebijakan keuangan di Negara 

tercinta ini. 

Hal utama yang mendasari kehadiran sistem ekonomi syariah di 

Indonesia yang menjadi sala satu solusi pembangunan bangsa dan 

negara karena tuntunan atas kesadaran umat Islam terhadap ajaran 

agamannya, yang notabene menjadi bangsa muslim terbesar dengan 
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jumlah penduduknya mayoritas beragama Islam, sehingga tuntutan 

penerepan sistem ekonomi Islam tidak bisa terelakan lagi.
4
 

Konsekuansi dari perkembangan asuransi Syariah dampak dan 

banyaknya masalah masyarakat yang di temui, akan berdampak 

semakin beragam produk yang di tawarkan kepada masyarakat. 

Produk asuransi syariah merupakan representasi dari kondisi “ 

permintaan” masyarakat akan keberadaan suatu produk. Maka 

dengan keadaan ini perlu dukungan dari berbagai elemen 

masyarakat untuk menjadikan posisi asuransi syariah dengan 

produk-produknya semakin berarti dalam pembangunan. 

Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang sejauh mana peran Pengawas Syariah 

terhadap Kinerja Dewan Pengawas Syariah dengan mengambil 

studi pada PT. Asuransi Jiwa Syariah bumiputra serang. Dengan 

judul ANALISIS KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH 

PADA IMPLEMENTASI MANAJEMEN SYARIAH DI PT. 

ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTRA KANTOR 

PEMASARAN SYARIAH SERANG.   

 

                                                             
4
 Sofiniyah Ghufron, Sistem Oprasi Asuransi Syariah cet ke-1 (Jakarta 2005) 
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B. Fokus Penelitian 

Masalah yang diangkat penulis adalah Kinerja Dewan 

Pengawas Syariah pada   Implementasi manajamen syariah pada 

perusahaan di PT. Asuransi Jiwa Syariah bumiputra kantor 

pemasran syariah serang Fokus penelitian ini diarahkan hanya pada 

perumusan masalah. 

 

C.  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu 

pembahasan khusus dalam penelitian ini, maka dari itu penyusun 

merumuskan beberapa maslah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kinerja Dewan Pengawas Syariah di PT. Asuransi 

Jiwa Syariah Bumiputera kantor Pemasaran Syariah Serang? 

2. Bagaimana Implementasi Manajemen Pengawasan Syariah PT. 

Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera kantor Pemasaran Syariah 

Serang? 

D. Tujuan Penelitian 

 Dalam suatu penelitian, peneliti tentunya memiliki tujuan yang 

ingin di capai dalam penelitian tersebu. Tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 
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1. mengetahui Untuk Kinerja Dewan Pengawas Syariah di PT. 

Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera kantor Pemasaran Syariah 

Serang. 

2. Untuk mengetahui Implementasi Manajemen Pengawasan 

Syariah PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera kantor 

Pemasaran Syariah Serang. 

 

E. Manfaat Penelitian  

 Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada 

manfaat yang diambil baik bagi mahasiswa, bagi perusahaan 

asuransi syraiah, bagi Akademisi, Masyarakat dan bagi perguruan 

Tinggi. 

1. Bagi Mahasiswa 

 Dapat menambah pengetahuan ekonomi pendidikan 

yang dimiliki dalam aspek pengawas syariah terhadap kinerja 

dewan pengawas syariah. Dan sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan tugas akhir agar dapat lulus jenjang strata satu. 

2. Bagi Perusahaan Asuransi Syraiah  

 Hasil penelitian ini dapat di harapkan dapat digunakan 

sebagai sala satu acuan untuk pengambilan keputuan 
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pengawasan, sehingga strategi yang di ambil menjadi lebih baik 

efektiv dan efeisen. 

3. Bagi Akademisi   

  Penulisan ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangsih pemikiran pengetahuan sehingga dapat menjadi 

pembelajaran yang bisa disampaikan kepada mahasiswanya dan 

dapat menjadikan masukan baru serta menambah bahan 

referensi untuk dijadikan penelitian yang akan datang. 

4. Bagi Masyarakat 

 Dengan adanya penulisan ini diharapkan bisa 

memberikan informasi kepada masyarakat mengenai 

manajemen pengawas syariah terhadap kinerja dewan pengawas 

syariah pada asuransi jiwa syariah. 

5. Bagi Perguruan Tinggi  

 Penelitian ini dapat menjadi referensi, bahan 

perbandingan penelitian lain dalam memberikan sumbang 

pemikiran.  

 

F. Kerangka Pemikiran 

 Manajemen atas menyusun strategi dan sasaran keseluruhan 

perusahaan, manajemen menerjemahakan sasaran dan strategi serta 
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melaksanakan perencaan di samping fungsi manajemen utama yaitu 

perenecaan, perorganisasian, pengawasaan, dan pengarahan.  

 Secara umum, pengertian asuransi adalah perjanjian anatara 

penanggung (dalam hal ini perusahan asuransi atau reasuransi) 

dengan teranggung (peserta asuransi ) di mana penaggung menerima 

pembayaran premi dari tertanggung.  

Dan penggung berjanji membayarkan sejumlah uang atau dana 

pertanggungan manakala tertanggung: 

1. Mengalami kerugian, kerusakan, atau hilangnya suatu barang 

atau  kepentingan yang di pertanggungkan karena suatu peristiwa 

yang tidak pasti. 

2. Berdasarakan hidup atau hilangnya nyawa seseorang.  

 Pengertian asuransi menurut William Jr. dn Heins yang di kutip 

dalam bukunya Muhammad syakir sula. Memiliki dua pengertian 

dari sudut pandang yaitu sudut pandang pemegang polis dan sudut 

pandang perusahaan asuransi.
5
 

 Sudut pandang pemegang polis merupakan potensi terhadap 

kerugian finasial di mana kerugian tersebut akan di tanggung 

perusahaan asuransi (insurer), jadi asuransi teranfer  device. Adapun 

                                                             
5
 Muhamad Syakir Sula, Asuransi Syariah Life And General, (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2004), 47 
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bagi perusahaan asuransi adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan dana yang berasal dari individu-individu atau dari 

perusahan yang mengasuansikan dirinya dan dari inilah klaim akan 

di bayarakan. Jadi, asuransi menurut perushaan asuransi retention 

dan combination device. 

 Selain itu, asuransi adalah perjanjian peralihan resiko, pihak 

penanggung mengambil alih resiko tertanggung, dan sebagai 

kontraprestasinya tertanggung berkewajiban membayar kewajiban 

membayar premi. Adapun resiko yang tidak tentu di sebut 

evanumber. 

 Fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah sebagaimana di atur 

pada keputusan Dewan Pengawas Syariah Majlis Ulama Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2000 tentang pedoman Dewan Syariah Nasional 

Majlis Ulama Indonesia, bahwa DPS pada setiap lembaga keuangan 

memunyai tugas sebagai berikut: 

1. Memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit 

usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan 

syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. 

2. Melakukan pengawasan, baik secara aktiv, maupun secara pasif, 

terutama dalam pelaksaan fatwa DSN (Dewan Syariah 



10 

 

Nasional), serta memberikan pengarahan/pengawasan atas 

produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip 

syariah. 

3. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan 

DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan 

produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang 

memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
6
 

    Dewan Pengawas Syariah berfungsi sebagai fungsi 

perwakilan DSN yang di tempatkan pada lembaga keungan 

syariah wajib untuk: 

1. Mengikuti fatwa DSN 

2. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan 

DSN 

3. Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga 

keuangan syariah yang di awasinya kepada DSN sekurang-

kurangnya satu kali dalam setahun.
7
      

 

                                                             
6
  .Trisadini P.Usanti dan Abd Shomad, Transaksi Bank Syariah cet ke-1 

(Jakarta: Gerfik  2013), 90-91 
7
 Nurul Huda dan.Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Syariah, cet ke-

1(Jakarta: Kencana, 2010), 152-153 
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G.  Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

No Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khatibul Umam 

(Urgensi Standarisasi 

Pengawas Syariah 

dalam Meningkatkan 

Kualitas Audit 

Kepatuhan Syariah, 

Mahasiswa 

Pascasarjana UIN 

Sunan Kalijaga 

Yogyakarta). 
8
 

 

 

 

 

 

 

Keberadaan standarisasi 

Dewan Pengawas 

Syariah akan menjadi 

suatu keniscayaan 

mengikat bentuk jasa 

yang diberikan oleh 

Dewan Pengawas 

Syariah menyangkut 

penegasan tentang suatu 

kualitas pernyataan 

kesesuaian syariah 

(asersi) yang harus 

mempertanggung 

jawabkan asersi tersebut 

kepada pihak lain. 

 

Penelitian penulis 

adalah tidak ada 

meningkatkan 

tentang kualitas 

audit kepatuhan 

syariah dan beda 

studi kasus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8
 Khotibul Umam, Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah 

Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah, Jurnal Penghimpunan Mahasiswa 

Hukum Indonesia, Vol.1, No.2 (Juni, 2015), 114 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Neneng Nurhasanah 

(Optimilasasi Peran 

Dewan Pengawas 

Syariah /DPS di 

Lembaga Keuangan 

Syariah, Dosen 

Fakultas Syariah 

Universitas Islam 

Bandung).
9
 

Eko Adi Widiyanto 

(Peran Indepedensi 

Pengawas Syariah 

terhadap Loyalitas 

Penerapan Syariat 

Islam, Stap Pengajar 

Jurusan Akutansi 

Politeknik Negri 

Samarinda).
10

 

Peran Dewan Pengawas 

Syariah sangat penting 

dalam pengembangan 

ekonomi Syariah di 

Indonesia. Dps sebagai 

salah satu representasi 

dan harus ditingkatkan 

lagi perananya. 

 

Indepedensi DPS dilihat 

dari ketaatan suatu 

organisasi/badan usaha 

(bank Syariah) dalam 

menerapkan komitmen 

pada prinsip-prinsip 

bisnis yang sesuai 

dengan syariat Islam. 

Penelitian Penulis 

adalah tidak ada 

lembaga keuangan 

syariah dan beda 

studi kasus  

 

 

 

 

Penelitian penulis 

adalah tidak ada 

loyalitas penerapam 

syariah dan beda 

studi kasus. 

                                                             
9
 Neneng Nurhasanah, “Optimilasasi Peran Dewan Pengawas Syariah /DPS 

di Lembaga Keuangan Syariah” Vol.XII NO.3 (November, 2011). 
10

 Eko Adi Widiyanto, “Peran Indepedensi Pengawas Syariah terhadap 

Loyalitas Penerapan Syariat Islam”, Vol. 6 NO.2, (Agustus, 2010). 
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H. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif. sumber data penelitian kualitaif adalah 

tampilan berupa data-data atau kata-kata atau lisan atau tulisan 

yang yang dicermati oleh peneliti, serta benda-benda yang 

diamati secara jelas sehingga dapat ditanggkap makna yang 

terdapat dalam dokumen atau benda tersebut. 

2. Subjek Penelitian,Tempat, dan Waktu Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

b. Tempat Penelitian 

c. Waktu Peelitian 

3. Metode Pengumpulan Data 

a) Observasi 

Observasi adalah suatu proses dimana peniliti 

mengamati: apa yang terjadi dilapangan, dalam hal ini 

peneliti melakukan obsevasi PT. Asuransi Jiwa Syariah 

Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang Banten 

mengenai bagaimana implementasi manajemen pengawas 

syariah terhadap kinerja dewan pengawas syraiah. 
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b) Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk 

bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab. Dalam hal 

ini penulis melakukan wawancara kepada narasumber yaitu 

pengawas syariah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 

Kantor Pemasaran Syariah Serang Banten mengenai 

implementasi manajemen pengawas syariah terhadap kinerja 

dewan pengawas syraiah.
11

 

c) Dokumentasi 

Dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data 

sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun 

kelembagaan. Dokumentasi dari asal kata dari dokumen 

yang artinya barang-barang tertulis.
12

 

 

I. Sistematika Penulisan  

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi 

penelitian ini maka pembahasan dalam skripsi ini dibagi 

menjadi V BAB. Uraian sistematika pembahasan yang 

terkandung dalam masing-masing BAB disusun sebagai berikut: 

                                                             
11

 Nusa Putera, Penelitian Kualitatif Proses dan Aplikasi, (Jakarta: Indeks 

2011), 44-45. 
12

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 149. 
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Bab I,  merupakan bab pendahuluan yang berfungsi sebagai 

pengantar informasi penelitian yang terdiri dari latar 

belakang, fokus penelitian,  perumusan masalah, 

tujuan peneliti, manfaat peneliti, kerangka pemikiran 

metodologi penelitian, sistematika penulisan. 

Bab II,  berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari 

asuransi syariah, pengertian asuransi syariah, dasar 

hukum asuransi syariah, tujuan asuransi syariah, 

manajemen, pengertian manajemen, fungsi 

manajemen, unsr-unsur manajemen, dewan pengawas 

syariah, pengertian dewan penvgawas syariah, 

sejarah pembentukan dewan pengawas syariah, tugas 

dan fungsi dewan pengawas syariah. 

Bab III,   berisi tentang kondisi objektif PT. Asuransi Jiwa 

Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah 

Serang menjelaskan tentang sejarah, visi dan missi, 

stuktur organisasi dan produk di PT. Asuransi Jiwa 

Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah 

Serang 
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Bab IV,  hasil penelitian dan pembahasan, membahas tentang 

implementasi manajemen pengawasan syariah PT. 

Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera kantor pemasaran 

syariah serang, kinerja dewan pengawas syariah di 

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor 

Pemasaran Syariah Serang. 

Bab V,  penutup pada bab ini berisi tentang simpulan dan 

saran-saran berdasarkan hasil penelitian. 

Daftar Pustaka 

Lampiran 

 

 


